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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara 

Kesatuan Republik Indonesia  adalah Negara hukum.  Semua warga negara wajib 

menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai 

kedudukan yang sama di hadapan hukum.
1
  Dengan demikian, hukum ditempatkan 

pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-

batas yang diijinkan menurut hukum.  Jika semua msyarakat patuh terhadap hukum, 

maka akan terciptalah masyarakat yang adil dan makmur. 

Namun jika dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru 

sebaliknya, karena pelanggaran terhadap hukum semakin mudah ditemukan.  Hal 

tersebut berkaitan erat dengan berbagai aspek, khususnya pada aspek ekonomi, 

dimana kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin berkembang pesat seiring 

dengan perkembangan zaman.  Kebutuhan orang tidak lagi sekedar hidup layak, 

tetapi juga butuh gaya hidup yang mewah, yang dapat dipenuhi dengan cara mudah 

dengan melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara melanggar ketentuan-ketentuan 

yang telah diatur dalam undang-undang atau hukum pidana.
2
 

Tingkat perekonomian di Indonesia masih tergolong rendah, masih banyak 

pembangunan yang tidak merata di negara Indonesia. Indonesia juga masih harus 
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bersusah payah dalam membayar hutang luar negeri yang akhirnya memotong jatah 

masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kondisi tingkat 

perekonomian yang rendah ini banyak masyarakat yang tidak terpuaskan kebutuhan 

hidupnya sehingga melakukan berbagai macam cara untuk memuaskan nafsu 

hidupnya, salah satunya adalah korupsi.
3
 

Korupsi merupakan penyakit masyarakat yang mayoritas diderita oleh para 

pejabat pemerintahan di Indonesia dari pejabat yang naik sepeda kayuh hingga mobil 

yang bernilai milyaran rupiah. Korupsi merupakan penyakit yang menular dan 

berkelanjutan, seperti mengkonsumsi ineks atau heroin, jika tidak melakukanya 

penderita akan merasakan kegelisahan yang sangat hebat hingga kejang-kejang. 

Definisi ilmiah dari korupsi adalah memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri 

sendiri, baik itu dilakukan secara perorangan atau golongan. Mulai dari tahun 1960, 

Indonesia sudah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi korupsi. Lord 

Acton, seorang bangsawan Inggris abad lalu mengatakan “Powertends to corrupt, but 

absolute power corrupts absolutely”. Kata-kata tersebut menjadi penguat bahwa 

kekuasaan itu membuka ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi, semakin 

besar atau tinggi kekuasaan yang dipegang maka akan menyebabkan semakin besar 

pula ruang bagi pemegangnya untuk melakukan korupsi. 

Perkembangan korupsi sampai saat inipun sudah merupakan akibat dari 

sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak 

terawasi secara baik karena landasan hukum yang digunakan juga mengandung 

banyak kelemahan-kelemahan dalam implementasinya. 
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Hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) Semester II periode 1 Juli 

sampai 31 Desember 2010 menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi mencapai 

272 kasus yang sudah masuk penanganan penegak hukum. Akibat kasus korupsi 

tersebut, tentunya juga akan berimbas pada kerugian keuangan negara. Potensi 

kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp 

1.546.584.862.400 atau 1,5 triliun. Berangkat dari uraian di atas sangat jelas bahwa 

pemberantasan korupsi di Indonesia bukanlah perkara yang mudah untuk 

diselesaikan. Seakan mengurai benang yang kusut, dari tahun ke tahun 

pemberantasan korupsi menjadi agenda tahunan yang wajib dilakukan. 

Upaya pemberantasan korupsi lebih efektif maka pada tahun 2002 

diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini sekaligus 

mengatur terbentuknya lembaga baru yang bergerak di bidang pemberantasan 

korupsi, yakni Komisi Pemeberantasan Korupsi. 

Dewasa ini, tindak pidana korupsi dapat dilakukan dari instansi mana saja, 

demikian juga pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional 

Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi 

yang diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan yang mematikan untuk 

membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman aktual atau hal-hal yang 

dianggap ancaman. Sehingga bila berbicara militer pasti berbicara mengenai negara. 

Militer berfungsi dan bekerja sebagai masyarakat dalam masyarakat (societies with 

societies). Sistem ekonomi militer, khususnya di Indonesia, personel militer dilarang 

mengadakan hubungan bisnis yang melibatkan warga sipil. Pendidikan militer pun 
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lebih ditekankan pada bela negara dan indoktrinasi nasionalisme. Pada bidang 

hukum, militer memiliki mahkamah militer yang menangani khusus kejahatan para 

anggota militer. Pejabat militer yang merupakan seorang anggota militer yang 

seharusnya bisa menjaga harkat dan martabat diri sendiri dan negara menjadi seorang 

koruptor yang mencoreng martabat bangsa dan negara. Militer memiliki beberapa 

sistem hukum yakni disipliner, kode etik dan dana. Sistem hukum yang dianut militer 

ini merupakan sistem hukum yang berbeda dari sistem hukum sipil. Sistem hukum 

militer memiliki roda peradilan yang berpacu pada sistem hierarki militer. Anggota 

militer yang memiliki jabatan yang lebih tinggi yang berhak menghukum anggota 

militer yang memiliki jabatan yang lebih rendah. 

 Salah satu kasus korupsi yang menjadi kasus penelitian penulis adalah tindak 

pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.  Dalam kejadiannya, terdakwa 

melakukan tindakan korupsi yaitu melakukan perbuatan dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Terdakwa Letkol Inf (Purn) Sukijat telah 

melakukan korupsi pada waktu diangkat menjadi anggota DPRD Kota Madiun dari 

Fraksi AD/POLRI dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD Kota Madiun. Terdakwa 

selaku wakil ketua DPRD Kota Madiun bersama-sama dengan ketua, para wakil 

ketua dan para anggota DPRD Kota Madiun pada tahun 2002 telah melakukan 

penerimaan dan penggunaan keuangan sebelas pos biaya/belanja DPRD Kota Madiun 

yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melawan hukum. 

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pertanggungjawaban  Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak 
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Pidana  Korupsi  Secara  Bersama-sama  dan  Berlanjut  (Studi  Putusan  No. 

03-K/PMT.III/AD/2011)”. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian 

adalah: Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan 

tindak pidana korupsi secara berasma-sama dan berlanjut dalam Putusan No.03-

K/PMT.III/AD/2011 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimanakah 

pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi 

secara berasma-sama dan berlanjut dalam Putusan No.03-K/PMT.III/AD/2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya 

hukum pidana, sekalian sebagai referensi bagi kepentingan akademis serta 

tambahan bagi kepustakaan di bidang ilmu hukum. 
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2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu 

alternatif bagi pemerintah dalam membenahi hukum berkaitan dengan kasus 

tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut yang dihubungkan 

dengan Putusan No.03-K/PMT.III/AD/2011. 

b. Bagi Aparat Penegak Hukum 

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang, praktisi, hakim, jaksa 

dan pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana. 

c. Bagi Masyarakat 

 Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia dalam rangka 

memahami tindak pidana korupsi. 

3. Manfaat bagi penulis 

 Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini bagi penulis ialah sebagai syarat 

untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 

HKBP Nommensen, Medan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana  

 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang 

dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan 

delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum 

pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat 

dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak 

pidana).”
 4

 

  Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas 

tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan 

sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, 

pelanggaran dan perbuatan. 

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dikenal dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum 

pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 

pebuatan pidana atau tindakan pidana. 
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Penulis akan memaparkan beberapa pengertian strafbaarfeit menurut 

beberapa pakar antara lain:  

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya 

Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib 

hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 

terpeliharanya tertib hukum.”
 5

 

Simons mengartikan sebagaimana dikutip oleh Bambang Poernomo 

strafbaarfeit sebagai berikut: “Strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar 

hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang 

yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”
6
 

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau 

serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.
7
 Sanksi pidana  itu 

berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tamabahan dan sanksi pidana tutupan. 

Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat 

penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana. 

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa strafbaarfeit sebagai 

“Peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum 
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(wederrechttelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
8)

 

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan 

sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

saja yang melanggar larangan tersebut”.
9)

 

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, 

dikarenakan alasan sebagai berikut:  

a)  Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;  

b)  Lebih singkat, efesien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus 

yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;  

c)  Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana 

juga menggunakan delik;  

d)  Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan 

oleh koorporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi 

Indonesia;  

e)  Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan 

peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).
10

 

 

 Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan 

yang paling lengkap karena meliputi:  

a)  diancam dengan pidana oleh hukum;  

b)  bertentangan dengan hukum;  

c)  dilakukan oleh orang yang bersalah;  

d)  orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
11

 

                                                 
8
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9
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Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (strafbaarfeit) memuat 

beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:  

a)  Suatu perbuatan manusia; 

b)  Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;  

c)  Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

  Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan 

pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. 

Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. 

2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana  

 Pengertian Strafbaarfeit dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan 

sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut 

merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya 

suatu tindak pidana.  Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung 

dibedakan menjadi 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.
12

  

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur 

yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya.
13

 Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana 

adalah:  

a.  Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)  

b.  Maksud pada suatu percobaan  

c.  Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–

kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.  

                                                 
12

  Leden Marpaung, 2005, Hukum Pidana Bagian Khusus, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8. 
13

  Ibid,  hlm. 9. 
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d.  Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.
14

  

  Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di 

mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.
15

 

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :  

a.  Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.  

b.  Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.  

c.  Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan akibat.
16

 

 

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke 

dalam beberapa unsur antara lain :  

a.  Kecaman dan akibat (perbuatan).  

b.  Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.  

c.  Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.  

d.  Unsur melawan hukum.yang objektif.  

e.  Unsur melawan hukum yang subjektif.
17

  

 

Adapun menurut J. B. Daliyo tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sehingga suatu peristiwa pidana ialah: 

 a.  Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, 

kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh 

orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.  

b.  Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan 

hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat 

memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, 

pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan 

terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari 

perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan 

bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap 

pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak 

dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa 
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  Tongat,  2006, Hukum Pidana Materiil, Malang: UMM Press, 2006, hlm. 9. 
15

  Leden Marpaung,  Op.Cit, hlm. 10. 
16

  Djoko Prakoso, 1988, Hukum Penitensier di Indonesia, Jakarta: Liberty, hlm. 12. 
17
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orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain 

yang mengganggu keselamatanya dan dalam keadaan darurat.  

c.  Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang 

disalahkan oleh ketentuan hukum.  

d.  Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata 

bertentangan dengan aturan hukum.
18

 

 

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang 

mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat 

dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak 

adanya alasan pembenaran dan pemaaf.  

 

 B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana 

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan 

teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan 

petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau 

tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau 

tidak.
19 

Kebijakan  menetapkan  suatu  sistem  pertanggungjawaban pidana   sebagai  

salah  satu  kebijakan  kriminal  merupakan  persoalan pemilihan  dari   berbagai  

                                                 
18

  J.B. Daliyo, 2001, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenhalindo, hlm. 14. 
19

  Chairul Huda, 2005, Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana,  hlm. 33. 
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alternatif.  Pemilihan  dan penetapan  sistem  pertanggungjawaban  pidana  tidak  

dapat  dilepaskan dari berbagai pertimbangan  yang rasional dan bijaksana sesuai 

dengan keadaan dan perkembangan masyarakat. Sehubungan dengan masalah 

tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : 

“Berbicara  tentang  konsep  liability  atau  “pertanggungjawaban” dilihat  dari  segi  

falsafat  hukum,  seorang  filosof  besar  dalam  bidang hukum pada  abad ke-20, 

Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of  Law,  telah  

mengemukakan pendapatnya  ”I ….  Use  the simple word “liability” for the 

situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.
20)

 

Bertitik  tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability 

tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem  hukum 

secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan   perkembangan   

konsepsi   liability.   Teori   pertama, menurut Pound, bahwa  liability diartikan 

sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari 

seseorang yang telah   “dirugikan”.   Sejalan   dengan   semakin   efektifnya   

perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat  akan suatu 

kedamaian dan  ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu 

alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula 

sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti 

                                                 
20

  Romli Atmasasmita, 2001, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Yayasan 

LBH, hlm. 11. 
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rugi” tersebu tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan 

dari sudut  kerugian atau penderitaan yang  ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang 

bersangkutan. 

 Ilmu hukum pidana secara umum menyatakan bahwa pertanggungjawaban 

terhadap suatu tindak pidana adalah suatu proses dilanjutkan celaan (verwijtbaarheid) 

yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum 

pidana dan si pelaku merupakan subyek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan 

untuk dijatuhi pidana. Pendapat beberapa para ahli yang ditemukan penulis dalam 

melakukan kepustakaan terkait pertanggungjawaban pidana “toerekenbaarheid“ 

sebagai berikut: 

 N.E. Algra menyatakan secara leksikal “toerekenbaarheid” berarti: 

 Toerekenbaarheeid diartikan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada 

pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq.kesengajaan) dari 

pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan 

penghapusan hukuman.
21

 

 

 Selanjutnya Sudarto menyatakan: 

 

 Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. 

Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dalam undang-

undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of penal provision), namun 

hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuahn pidana. Untuk 

pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana bahwa orang 

yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective 

guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 

perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang 

tersebut.
 22
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  N.E. Algra, 1982, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Jakarta, Binacipta, hlm. 570. 
22

  Sudarto, 1987, Hukum Pidana I, Badan Penyedia Bahan-Bahan Kuliah FH Undip, hlm. 85. 
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 Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana setidaknya terpadat dua 

aliran yang selama ini dianut, yaitu aliran indeterminisme dan aliran determinisme. 

Kedua aliran tersebut membicarakan hubungan antara kebebasan kehendak dengan 

ada atau tidaknya kesalahan, sebagai berikut: 

1. Kaum indeterminisme (penganut indeterminisme), yang pada dasarnya 

berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini 

merupakan sebab dari segala keputusan kehendak.  Tanda ada kebebasan 

kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan, maka 

tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. 

2. Kaum determinis (penganut determinisme) mengatakan, bahwa manusia 

tidak mempunyai kehendak bebas.  Keputusan kehendak ditentukan 

sepenuhnya oleh watak (dalam arti nafsu manusia dalam hubungan 

kekuatan satu sama lain) dan motif-motif, ialah perangsang datang dari 

dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut, ini berarti bahwa 

seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan 

mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas.  Namun 

meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tidak berarti 

bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
 23

 

 

2. Asas Kesalahan Dalam Hukum Pidana 

Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi 

persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada 

pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. 

Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya 

kesalahan ada 3 (tiga) pendapat dari: 

1. Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme, yang pada 

dasarnya berpendapat, bahwa manusia mempunyai kehendak bebas (free 

will) dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada 

kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada 

kesalahan, maka tidak ada pencelaan, sehingga tidak ada pemidanaan. 
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2. Aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme mengatakan, 

bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak 

ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif ialah perangsang-

perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan 

watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang, tidak dapat dicela atas 

perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya 

kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak 

bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak 

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak 

adanya kebebasan kehendak itu maka ada pertanggunganjawaban dari 

seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang 

dilakukan itu berupa tindakan (maatregel) untuk ketertiban masyarakat, 

dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan 

oleh si pelaku. 

3. Dalam pandangan ketiga melihat bahwa ada dan tidak adanya kebebasan 

kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal 

(irrelevant). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak 

adanya kehendak bebas.
24

 

 

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan 

pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna 

dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah 

melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. 

Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi: 

1.  Kesengajaan. 

2.  Kelalaian/ kealpaan (culpa). 

3.  Dapat dipertanggungjawabkan. 

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (culpa). Adapun 

pengertian kesalahan menurut para ahli, antara lain: 

Menurut Simons, kesalahan itu dapat dikatakan sebagai pengertian yang 

“social ethisch”, yaitu: 
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Sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa 

keadaan jiwa dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya,” dan 

dalam arti bahwa berdasarkan keadaan jiwa itu perbuatannya dapat 

dicelakakan kepada si pelaku. 

Menurut Mezger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar 

untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana (Schuldist 

der Erbegriiffder Vcrraussetzungen, die aus der Strafcat einen personlichen 

Verwurf gegen den Tater begrunden). 

Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian 

psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya 

unsur-unsur delik karena perbuatannya.Kesalahan adalah 

pertanggunganjawaban dalam hukum (Schuld is de verant woordelijkheid 

rechtens).
25

 
 

Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa ahli di atas maka 

pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut: 

1). Kesalahan Psikologis 

Dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis 

(batin) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa; (a) 

kesengajaan dan pada (b) kealpaan. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah 

keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang 

berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. 

2). Kesalahan Normatif 

Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan 

seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat 

dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap 

perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian (dari luar) mengenai hubungan 

antara si pelaku dengan perbuatannya. Saat menyelidiki batin orang yang melakukan 

perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan batin orang itu yang menjadi 
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ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta-

fakta yang ada. 

Di dalam pengertian ini sikap batin si pelaku ialah, yang berupa kesengajaan dan 

kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau 

unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu ada unsur lain ialah penilaian 

mengenai keadaan jiwa si pelaku, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak 

adanya alasan penghapus kesalahan. 

3. Alasan Penghapusan Pidana 

     Alasan penghapus pidana terdapat 2 (dua) alasan : 

1.    Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada 

diri orang itu, dan 

2.     Alasan tidak dapat diprtanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar 

orang itu. 

 Pertanggungjawaban pidana akibat timbulnya perbuatan melawan hukum  

pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak 

pidana harus memenuhi 4 (empat) persyaratan sebagai berikut atau unsur kesalahan : 

     Ada suatu tindakan (commission atau ommission) oleh si pelaku. Yang 

memenuhi rumusan-rumusan delik dalam undang-undang. Adanya kemampuan 

bertanggungjawab pada si pelaku (schuldfahigkeit atau zurechnungsfahigkeit). 
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 Untuk adanya kemampuan beranggungjawab maka harus ada dua unsur yaitu: 

(1)  kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, 

yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. 

(2)  kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik 

dan buruknya. 

     Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.     

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan 

alasan pembenar. 

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi maka orang atau pelaku yang 

bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungan jawab pidana, 

sehingga bisa dipidana. Oleh karena itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan 

dalam arti yang seluas-luasnya (pertanggungan jawab pidana) orang yang 

bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat 

melawan hukum. Kalau ini tidak terpenuhi, artinya jika perbuatannya tersebut tidak 

melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan kepada si 

pelaku. Sebaliknya seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak 

dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat 

dicela atas perbuatan itu. 
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C. Tindak Pidana Korupsi 

 

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi  

Menurut  asal  kata,  korupsi  berasal  dari  kata  berbahasa  latin, corruptio.  

Kata  ini  sendiri  punya  kata  kerja  dasar yaitu  corrumpere  yang artinya busuk, 

rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian  korupsi  dalam  

Kamus Peristilahan  diartikan  sebagai  “penyelewengan  atau  penyalahgunaan 

jabatan untuk kepentingan diri dan merugikan negara dan rakyat”.
26

  

Berdasarkan Black Law Dictionary korupsi adalah:  

Corruption  an  act  done  with  an  intent  to  give  some  advantage 

inconsistent with official duty and and the rights of others. The act of an  

official  of  fiduciary person  who  unlawful y and  wrongful y uses his station  

or character to  procure  some  benefit  for himself  or for another person,  

contrary to  duty and  the  right  of  others”  yang artinya  “Suatu  perbuatan  

yang  dilakukan  dengan  sebuah  maksud untuk mendapatkan  beberapa  

keuntungan  yang  bertentangan dengan  tugas resmi  dan  kebenaran– 

kebenaran  lainnya.  Suatu perbuatan  dari  sesuatu  yang  resmi  atau  

kepercayaan  seseorang yang  mana  dengan  melanggar hukum  dan  penuh  

kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain 

yang  bertentangan  dengan  tugas dan  kebenaran–kebenaran lainnya.
27

 
 

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Suyatno didefinisikan ke dalam 4 

jenisa yaitu: 

1. Discritionery corruption adalah korupsi yang dilakukan karena adanya 

kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya 

bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para 

anggota organisasi. 

2. Illegal corruption merupakan jenis tindakan yang bermaksud 

mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi 

tertentu. 
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3. Mercenry corruption adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud 

untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan 

wewenang dan kekuasaan. 

4. Ideological corruption yaitu suatu jenis korupsi illegal maupun 

discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.
28

 

 

2.   Jenis–Jenis Tindak Pidana Korupsi  

Menurut  buku  KPK,  tindak  pidana  korupsi dikelompokkan menjadi 7 

macam, yaitu:  

a.  Perbuatan yang Merugikan Negara  

b.  Suap – Menyuap  

c.  Penyalahgunaan Jabatan   

d.  Pemerasan  

e.  Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan  

f.   Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  

g.  Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).
29

 

 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a.  Perbuatan yang Merugikan Negara  

Perbuatan  yang  merugikan  negara,  dapat  dibagi  lagi  menjadi  2  bagian 

yaitu : 

1)   Mencari  keuntungan  dengan  cara  melawan  Hukum  dan merugikan  

negara.  Korupsi  jenis ini  telah  dirumuskan  dalam Pasal  UU PTPK:  

(1)  ”Setiap  orang  yang  secara  melawan  hukum  melakukan  perbuatan  

memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau suatu  korporasi  yang  dapat  

merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana  dengan  

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  

yang  paling  lama  20  tahun  dan  denda  paling sedikit  200.000.000,00  (dua  

ratus juta  rupiah) dan  paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

(2) ”Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi  sebagaimana  yang  di  maksud  

dalam  ayat  (1)  dilakukan  dalam  keadaan  tertentu, pidana mati dapat 

dijatuhkan.” 

                                                 
28

 Suyatno,  2008,  Kebijakan Tindak Pidana Korupsi,  Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15. 
29

 Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2006,  Memahami  Untuk Membasmi, Jakarta: Komisi 
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2)   Menyalahgunakan  jabatan  untuk  mencari  keuntungan  dan merugikan  

negara.  Penjelasan  dari  jenis korupsi  ini  hampir sama  dengan  penjelasan  

jenis korupsi  pada  bagian  pertama, bedanya  hanya  terletak  pada  unsur 

penyalahgunaan wewenang,  kesempatan,  atau  sarana  yang  dimiliki  karena 

jabatan  atau  kedudukan.  Korupsi  jenis ini  telah  diatur  dalam Pasal 3 UU 

PTPK sebagai berikut:  

“Setiap  orang  yang  dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau orang 

lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan  atau  sarana  

yang  ada  padanya  karena  jabatan atau kedudukan  yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidan penjara 

seumur hidup  atau  pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan 

paling  lama  20  tahun  dan  denda  paling  sedikit  50.000.000,00 (lima  

puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah).” 

 

b.  Suap – Menyuap  

Suap – menyuap   yaitu  suatu  tindakan  pemberian  uang  atau menerima  

uang  atau  hadiah  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah untuk  melakukan  atau  

tidak  melakukan  sesuatu  yang  bertentangan dengan  kewajibannya, terdiri dari 

suap aktif dan suap pasip.  Suap aktif diatur dalam  UU PTPK :  

a.  Pasal 5 ayat  (1) UU PTPK;  

b.  Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

c.  Pasal 5 ayat (2) UU PTPK;  

h.  Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK;  

i.  Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

j.  Pasal 6 ayat (2) UU PTPK;  

Sedangkan suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK.  

 

c. Penyalahgunaan Jabatan 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang 

pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan 
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laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain 

menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri 

dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaiamana rumusan Pasal 8 UU PTPK. 

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal   

lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain: 

a.  Pasal 9 UU PTPK; 

b.  Pasal 10 huruf a UU PTPK; 

c.  Pasal 10 huruf b UU PTPK; 

d.  Pasal 10 huruf c UU PTPK. 

 

d.  Pemerasan  

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 

yaitu :   

1)   Pemerasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  pemerintah  kepada orang lain atau 

kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi  menjadi  2  (dua) bagian  

berdasarkan  dasar hukum  dan definisinya yaitu :  

a)   Pemerasan  yang dilakukan oleh  pejabat pemerintah karena mempunyai  

kekuasaan  dan  dengan  kekuasaannya  itu memaksa orang lain untuk 

memberi atau melakukan sesuatu yang  menguntungkan  dirinya.  Hal  ini  

sesuai  dengan  Pasal 12 huruf e UU PTPK;  

b)   Pemerasan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri  kepada seseorang  

atau  masyarakat  dengan  alasan  uang  atau  pemberian  ilegal  itu  adalah  

bagian  dari  peraturan  atau haknya  padahal  kenyataannya  tidak  
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demikian.  Pasal  yang mengatur  tentang  kasus ini  adalah  Pasal  12  

huruf  e  UU PTPK.  

2)   Pemerasan  yang  di  lakukan  oleh  pegawai  negeri  kepada pegawai negeri 

yang lain. Korupsi jenis ini di atur dalam Pasal 12 UU PTPK.  

 

e.  Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan  

Yang  dimaksud  dalam  tipe  korupsi  ini  yaitu  kecurangan  yang dilakukan  

oleh  pemborong,  pengawas proyek,  rekanan  TNI  /  Polri, pengawas rekanan  TNI  

/  Polri,  yang  melakukan  kecurangan  dalam pengadaan  atau  pemberian  barang  

yang  mengakibatkan  kerugian  bagi orang  lain  atau  terhadap  keuangan  negara  

atau  yang  dapat membahayakan  keselamatan  negara  pada  saat  perang.  Selain  itu  

pegawai  negeri  yang  menyerobot  tanah  negara  yang  mendatangkan kerugian bagi 

orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. 

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu : 

a.  Pasal 7 ayat 1 huruf a UU PTPK;  

b.  Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK;  

c.  Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK;  

d.  Pasal 7 ayat (2) UU PTPK;  

e.  Pasal 12 huruf h UU PTPK;  

 

f.   Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan  

Pengadaan  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  menghadirkan barang  

atau  jasa  yang  dibutuhkan  oleh  suatu  instansi  atau  perusahaan. Orang  atau  
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badan  yang  ditunjuk  untuk  pengadaan  barang  atau  jasa  ini dipilih setelah melalui 

proses seleksi yang disebut dengan tender.  

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi  

atau  kontraktor yang  rapornya  paling  bagus dan  penawaran biayanya  paling  

kompetitif,  maka  instansi  atau  kontraktor tersebut  yang akan  ditunjuk  dan  

menjaga,  pihak  yang  menyeleksi  tidak  boleh  ikut sebagai  peserta.  Kalau  ada  

instansi  yang  bertindak  sebagai  penyeleksi sekaligus sebagai  peserta  tender  maka  

itu  dapat  dikategorikan  sebagai korupsi.  

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;  

”Pegawai  Negeri  atau  penyelenggara  Negara  baik  langsung maupun  tidak  

langsung  dengan  sengaja  turut  serta  dalam pemborongan,  pengadaan,  atau  

persewaan  yang  pada  saat dilakukan  perbuatan,  seluruh  atau  sebagian  di  

tugaskan  untuk mengurus atau mengawasinya.” 

 

g.  Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah) 

Yang  dimaksud  dengan  korupsi  jenis  ini  adalah  pemberian  hadiah yang 

diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan  

kepada  KPK dalam  jangka  waktu  30  hari  sejak  diterimanya gratifikasi. 

Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga,  tiket  pesawat,  

liburan,  biaya  pengobatan,  serta  fasilitas-fasilitas lainnya.   

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, 

yang menentukan :  
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“Pegawai  Negeri  atau  penyelenggara  Negara  yang  menerima  hadiah, padahal 

diketahui atau patut di dugabahwa hadiah, tersebut diberikan  sebagai  akibat  atau  

disebabkan  karena  telah  melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya 

yang bertentangan dengan jabatannya.” 

 

3. Subyek Tindak Pidana Korupsi 

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya 

orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak 

mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum 

tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 UU 

PTPK.
30

  

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.
31

 Dalam 

kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, 

yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) 

dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi). 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU PTPK, yang menjadi 

subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai nesgeri (3) setiap orang 

atau korporasi. Pasal  1 sub 1 UU No.31/1991 jo. UU No.20 Tahun 2001 memberi 

arti korporasi adalah sebagai berikut:  “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. 

Sementara itu, Pasal 1 sub 2 UU PTPK berbunyi sebagai berikut: “Pegawai 

Negeri adalah meliputi: 
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a.  Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tantnag Kepegawaian 

b.  Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana 

c.  Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah 

atau 

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang 

mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat” 

Pasal 1 ayat (2) UU PTPK tentang pengertian pengawai negeri dalam 

ketentuan pasal 92 KUHP, yang berbunyi: 

(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan 

yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang 

bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, 

badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh 

pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, 

dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang 

menjalankan kekuasaan yang sah. 

(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim 

termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-

ketua dan anggota-anggota pengadilan agama. 

 

(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat. 

(4) Yang disebut anggota milier  

 

 

D. Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan 

sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada 

seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.  

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif 

membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal 
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dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang diper-gunakan untuk 

semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan 

pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang 

berkaitan dengan hukum pidana.
32

  

 Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang 

dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan 

sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda 

terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.  

Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-

undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma 

yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu 

dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat 

yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), 

karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan 

oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan 

kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.  

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi 

terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (rechtsdelict)  maupun 

pelanggaran (wetsdelict).  

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 

dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi 

seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
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kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud 

apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :  

1.  Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;  

2.  Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;  

3.  Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

 

 

2. Jenis-Jenis Pemidanaan 

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam 

Pasal 10 KUHP yakni : 

1.   Pidana Pokok 

a. Pidana mati 

b. Pidana penjara 

c. Pidana kurungan 

d. Pidana denda 

2.   Pidana Tambahan 

a. Pencabutan hak-hak tertentu 

b. Perampasan barang-barang tertentu 

c. Pengumuman putusan hakim 

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut 

adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah 

yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai 

tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya 
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dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan 

sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP 

menjadi bersifat imperatif atau keharusan. 

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah 

sebagai berikut:  

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali 

dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang 

diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan 

kepada pidana pokok melainkan pada tindakan). 

2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana 

pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya 

bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan 

sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan 

Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)”.
33

 

 

Uraian masing-masing dari jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut: 

 

1.  Pidana Pokok  

a.  Pidana Mati  

Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati 

dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian 

menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri’.  Di dalam negara Indonesia tindak 

pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 

104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) 

KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat 

(2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP.  Dengan menerapkan hukuman berat 
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melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkotika, MK berpendapat, 

Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi 

Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan 

hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri 

membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus 

untuk kejahatan yang paling serius. 

b.  Pidana Penjara  

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan 

kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya 

dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara 

bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. 

Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana 

penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana 

seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang  juga ada ancaman pidana matinya 

(pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). 

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada 

beberapa hak-hak kewarganegaraan yang  juga ikut terbatasi, seperti hak untuk 

memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang 

jabatan publik, dan lain-lain. 

c.  Pidana Kurungan  

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya 

merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi 

kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di 
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dalam sebuah lembaga kemasyaraktan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih 

ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) 

KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 

KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman 

pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. 

d.  Pidana Denda  

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana 

penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban 

seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk 

membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan 

yang dapat dipidana. 

 

 

2.  Pidana Tambahan  

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang 

dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam 

perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya 

dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan berdasarkan pasal 10 

sub b KUHP sebagai berikut: 

a.  Pencabutan hak-hak tertentu 

Hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP yang berbunyi: 
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(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang 

ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum 

lainnya, ialah 

1. Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu; 

2. Masuk balai tentara; 

3. Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-

undang umum; 

4. Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau 

pengampu pengawas atas orang lain yang bukan ankanya sendiri; 

5. Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri; 

6. Melakukan pekerjaan tertentu; 

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila 

dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata 

berkuasa melakukan pemecatan itu. 

 

b.  Perampasan Barang Tertentu 

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang 

dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang 

dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang 

digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.  
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c.  Pengumuman Putusan Hakim 

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumuman kepada khalayak 

ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati 

terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang 

mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara 

menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan. 

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus 

sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. 

Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi. 

Adapun jenis-jenis pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang 

No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan 

sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel  pidana menurut KUHP 

diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai 

berikut
34

: 

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu 

korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dipidana penjara 

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 

rupiah). Bahkan pada ayat (2) pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu 

pidana mati. 

 2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 

sarana  jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling 
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banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh  juta rupiah). Rumusan ini 

diadopsi dari eks pasal 210 KUHP. 

 3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda 

paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi 

dari eks pasal 209 KUHP. 

 4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi 

dari eks pasal 210 KUHP. 

 5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan 

bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, dipidana tahun dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini 

diadopsi dari eks pasal 387 dan 388 KUHP. 

6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat 

berharga. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta 

rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks pasal 415 KUHP. 

7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-

daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi 

dari eks pasal 416 KUHP. 

8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar 

sebagai mana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana penjara 

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari 

eks pasal 417 KUHP. 

9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang 

berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 
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(dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 418 

KUHP. 

10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau pemyelenggara negara atau hakim 

dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa 

membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah 

negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi 

dari pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP. 

11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling 

singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan 

kekuasaan  jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). 

13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan 

korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya 

penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana 

yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga pasal, aykni pasal 21, 22, dan pasal 

24. pelanggaran terhadap pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda 

paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran 

terhadap pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 

rupiah). 

14. Tindak pidana pelanggaran terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 

KUHP, sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, dipidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling 

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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E. Tindak Pidana Militer 

Tindak pidana militer merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya, tindak pidana militer merupakan 

peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang anggota militer. Tindak pidana militer 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang biasa disingkat 

KUHPM.  

Tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh subjek 

hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer 

murni (zuiver militaire delict). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak 

pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk 

militer. Contoh: Tindak pidana desersi sebagaimana diatur Pasal 87 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana 

diatur dalam Pasal 105-109 KUHPM dan lain-lain. Maksudya tindak pidana 

insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan 

kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu 

dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat. Tindak 

pidana meninggalkan pos penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM. 

Maksudya: Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak 

melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak 

mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam 

dengan pidana penjara maksimal empat tahun. 

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan 

kepada peraturan terkait dengan militer. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana 
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murni militer sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk 

kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan dalam pelaksanaan 

kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban 

dinas (desersi); kejahatan-kejahatan pengabdian, kejahatan pencurian, penipuan, dan 

penadahan, kejahatan merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang 

keperluan angkatan perang. 

Tindak pidana militer campuran (germengde militaire delict) adalah tindak 

pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan 

secara bersama-sama antara sipil dan militer yang dalam hal ini dasarnya kepada 

undang-undang militer dan KUH Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang 

dilakukan secara bekerja sama antara sipil dan militer; tindak pidana pembunuhan 

yang korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu 

melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak 

pidana. 

Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya 

harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5 UU 

No.26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan UU 

Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 UU Disiplin Prajurit TNI, menegaskan, ”Pelanggaran 

disiplin prajurit adalah ketidaktaatan dan ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada 

diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk melaksanakan 

tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit”. 

Pelanggaran disiplin anggota TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU 

Disiplin Prajurit TNI meliputi pelanggaran hukum disiplin murni dan pelanggaran 
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hukum disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang 

bukan merupakan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau 

peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, 

contohnya: terlambat apel, berpakaian kurang rapi/baju tidak dikancingkan atau 

kotor, berambut gondrong dan sepatu tidak disemir. Jenis hukuman untuk 

pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit berupa tindakan fisik atau teguran 

lisan untuk menumbuhkan kesadaran dan mencegah terulangnya pelanggaran ini 

seperti push up dan lari keliling lapangan. Sedangkan pelanggaran hukum disiplin 

tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian 

ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer.Tindak 

pidana ringan sifatnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 

paling tinggi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), perkaranya sederhana dan mudah 

pembuktiannya serta tindak pidana yang terjadi tidak akan mengakibatkan 

terganggunya kepentingan TNI atau kepentingan umum, contohnya: Penganiayaan 

ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan. Jenis hukuman untuk pelanggaran ini berupa hukuman disiplin prajurit 

berupa penahanan ringan paling lama selama 14 (empat belas hari) atau penahanan 

berat paling lama 21 (dua puluh satu hari). Pihak yang berhak menjatuhkan semua 

jenis hukuman disiplin kepada setiap anggota TNI yang berada di bawah wewenang 

komandonya adalah Komandan atau Atasan yang berhak Menghukum (selanjutnya 

disebut Ankum) yang dilaksanakan dalam sidang disiplin. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar 

tidak mengambang. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah 

bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anggota militer yang melakukan tindak 

pidana korupsi secara berasma-sama dan berlanjut dalam Putusan No.03-

K/PMT.III/AD/2011. 

 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah yuridis 

normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan 

menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode: 

a.  Metode pendekatan kasus (case approacht) yaitu dengan cara menganalisis 

Putusan Mahkamah Agunr Republik Indoensia Nomor 03-

K/PMT.III/AD/2011. 

b. Metode pendekatan perundang-undangan (statute approacht) yaitu dilakukan 

dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus 

tersebut yaitu Undang-Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak 

Pidana Korupsi. 
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C. Sumber Bahan Hukum 

 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.
35

 

 Sumber bahan hukum sekunder, terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu : 

a. Bahan hukum primer (primary law material) 

b. Bahan hukum sekunder (secondary law material) 

c. Bahan hukum tersier (tertiary law material).
36

 

Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai 

kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen 

hukum, dan putusan hakim). Bahan-bahan sekunder yaitu bahan hukum yang 

memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, 

laporan hukum, media cetak atau elektronik). Bahan hukum tertier (tertiary law 

material) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer 

dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan 

ensiklopedia). 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03-K/PMT.III/AD/2011, kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga peraturan perundang-undangan. Bahan 

                                                 
35
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Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku ilmu hukum 

yang berkaitan dengan penelitian ini, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

D. Analisis Bahan Hukum 

 Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Bahan 

hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa 

demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak 

terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum 

sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada 

hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti untuk menjawab permasalahannya. 

 Deskriptif artinya, bahan hukum yang diperoleh dari lapangan yang 

digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan 

analisis, yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis 

artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan 

sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. 

 Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif dan 

induktif. Metode deduktif artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus untuk 
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memperoleh kesimpulan. Metode induktif artinya, dari data yang bersifat khusus 

yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
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